[bookmark: _Toc236136276]BAB III 
METODE PENELITIAN
3.1 [bookmark: _Toc236136277]Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data utamanya. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.[footnoteRef:1] Penelitian normatif ini dipilih karena objek kajian dalam penelitian ini adalah norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan dispensasi kawin, serta analisis terhadap penetapan hakim sebagai produk hukum yang bersifat konkret. “Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, menganalisis, dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang berlaku dalam kaitannya dengan pemberian dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah.”[footnoteRef:2] [1:  Hasrianto Demmalino, “(Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pky) Disusun Dan Diajukan Oleh Hasrianto Demmalino B11115415,” no. 3 (2022).]  [2:  I made pasek diantha, “Metodelogi Penelitian Hukum Normatif” (jakarta, 2016), 142.] 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, artinya penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fakta hukum yang ditemukan, melainkan juga menganalisis, menafsirkan, dan mengevaluasi fakta hukum tersebut dalam kerangka norma yang berlaku. Penelitian ini bersifat preskriptif karena bertujuan memberikan rekomendasi mengenai bagaimana seharusnya hukum diterapkan dalam permasalahan dispensasi kawin yang melibatkan anak di bawah umum.
3.2 [bookmark: _Toc236136278]Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu:
a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)




Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji dan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, yaitu ketentuan mengenai perkawinan dan dispensasi 
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kawin. Peraturan yang dikaji meliputi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan terkait lainnya.[footnoteRef:3] [3:  Muhammad Zainuddin and Aisyah Dinda Karina, “USE OF NORMATIVE JURIDICAL METHODS IN PROVING THE TRUTH IN LEGAL RESEARCH” 2, no. 2 (2023): 114–23.] 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)
Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 691/Pdt.P/2025/PA.BL sebagai objek utama penelitian. Analisis difokuskan pada ratio decidendi (pertimbangan hukum) hakim dalam mengambil keputusan tersebut, kemudian diinterpretasikan dalam kerangka hukum yang berlaku. Penggunaan pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus konkret.
3.3 [bookmark: _Toc236136279]Sumber Bahan Hukum 
Dalam penulisan Proposal ini diperoleh dari sumber bahan hukum penelitian dari berbagai sumber sebagai berikut : 
a. Sumber Bahan Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
1. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Bab VIII tentang Kawin Hamil dan Pasal 99 tentang Status Anak;
1. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan;
1. Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 691/Pdt.P/2025/PA.BL.
b. Sumber Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian (skripsi, tesis, disertasi), dan komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan memperkaya analisis dalam penelitian ini.
3.4 [bookmark: _Toc236136280]Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan terhadap:
1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan dispensasi kawin;
1. Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 691/Pdt.P/2025/PA.BL;
1. Buku-buku teks di bidang hukum perkawinan, hukum keluarga Islam, dan hukum acara peradilan agama;
1. Jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang berkaitan dengan dispensasi kawin dan perkawinan dini;
1. Kamus dan sumber tersier lainnya yang relevan.

Bahan hukum yang dikumpulkan kemudian diinventarisasi, diklasifikasikan, dan disistematisasikan sesuai dengan relevansinya terhadap rumusan masalah penelitian.
3.5 [bookmark: _Toc236136281]Teknik Analisa Bahan Hukum 
Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif-preskriptif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menginterpretasikan dan mendeskripsikan bahan hukum secara sistematis dan mendalam, tanpa menggunakan angka atau statistik. Sifat preskriptif berarti penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan keadaan hukum yang ada, melainkan juga memberikan penilaian dan rekomendasi mengenai bagaimana seharusnya hukum diterapkan.
Adapun langkah-langkah analisis yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi dan menginventarisasi norma hukum yang relevan mengenai dispensasi kawin dalam peraturan perundang-undangan;
1. Menganalisis penetapan Nomor 691/Pdt.P/2025/PA.BL, khususnya ratio decidendi (pertimbangan hukum) hakim;
1. Menginterpretasikan norma hukum dan penetapan hakim dengan menggunakan kerangka teori yang telah ditetapkan;
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1. Menarik kesimpulan secara deduktif dari hasil analisis tersebut untuk menjawab rumusan masalah penelitian.



